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FORMULASI ASPEK-ASPEK PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Oleh :
Didi Wahyu Sudirman
FIS UNY
Abstrak

Pelayanan publik yang berkualitas masih menjadi kendala bagi
pemerintah karena berbagai hambatan-hambatan baik dari segi sikap,
porilaku dan mentalitas SDM dalam hal ini PNS sebagai aparatur
pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan melayani dan bukan
untuk dilayani. Sekaligus berupaya mempertahankan dukungan, keeper-
cayaan masyarakat dengan mereformasi wawasan berfikir dan me-
ngevaluasi diri sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dapat terpenuhi. Upaya-upaya menuju meningkatkan kua-
litas pelayanan tersebut dengan memahami: unsur-unsur dan jenis pe-
layanan publik, kegiatan pelayanan, penyelenggaraan publik, azas, prin-
#lp, standar pelayanan publik, kualitas dan dimensi pelayanan agar
rofsual dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan memahami formulasi aspek-aspek pelayanan publik diha-
rapkan pegawai sebagai aparatur negara dapat meningkatkan produk-
livitas kerjannya dalam hal pelayanan publik dengan mengedepankan
pelayanan puolik yang berkualitas.

Kata kunci: pelayanan publik, kualitas aparat, manajemen pelayanan

Pondahuluan

Polayanan publik yang berkua-
litas monjadi dambaan masyarakat.
Oloh karena itu perbaikan pelayanan
diharapkan dapat dilaksanakan de-
ngan - mengoptimalkan  pelayanan
publik untuk memudahkan masya-
rakat mendapat pelayanan yang op-
timal,

Pemerintah mempunyai pera-
nan besar dalam pembuatan pro-
gram polayanan dan kebijakan pub-
lik, sokaligus memberi kesempatan

partisipasi masyarakat dalam mem-
buat kebijakan mengenai penyeleng-
garaan pelayanan publik dengan
adanya tanggapan, saran dan usul
solusi dari masyarakat.

Memang saat ini pemerintah
telah melakukan berbagai peruba-
han untuk memperbaiki kualitas pe-
layanan publik. Akan tetapi masih
ada faktor-faktor yang menghambat
niat baik pemerintah karena masih
adanya mentalitas aparatur birokrasi
yang belum menyadari pentingnya
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peningkatan kualitas pelayanan pub-
lik. Dalam UU nomor 43 tahun 1999
yang menyebutkan PNS/Pegawai
Negeri Sipil sebagai abdi masya-
rakat, menuntut konsekuensi bagi
PNS sebagai penyelenggara pelaya-
nan dapat memenuhi harapan ma-
syarakat sebagai konsumen pelaya-
nan, yaitu pelayanan yang berorien-
tasi masyarakat

Memang saat ini birokrasi pe-
merintah belum dapat mewujudkan
kualitas pelayanan publik yang baik.
Bahkan sebagai penyelenggara pe-
layanan publik, birokrasi, dinamika
kehidupan politik dan ekonomi, pe-
layanan publik cenderung tidak efek-
tif dan responsif. Hal ini berakibat
timbulnya penyelenggaraan pelaya-
nan publik yang tidak kondusif dan
cenderung merugikan masyarakat
yang seharusnya dilayani sesuai
dengan haknya.

Kualitas pelayanan publik di
Indonesia masin menjadi keluhan
masyarakat. Sebagai contoh para
investor, pengusaha terganggu de-
ngan rumit dan mahalnya harga pe-
layanan, di samping itu masyarakat
juga sering mengalami kesulitan un-
tuk memperoleh akses yang mudah
dan berkualitas terhadap pelayanan
publik. Padahal pelayanan publik pa-
da hakekatnya dirancang dan dise-
lenggarakan untuk memenuhi kebu-
tuhan masyarakat.

Untuk mengembalikan dan
meningkatkan kualitas pelayanan
publik sekaligus untuk memperta-
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hankan dukungan, kepercayaan da-
lam hal ini PNS perlu mengevaluasi
diri dan mereformasi wawasan ber-
fikir, merubah paradigma untuk me-
layani dan bukan dilayani. Para-
digma ini perlu dipahami sehingga
kualitas pelayanan publik dapat di-
sesuaikan dengan keinginan peme-
rintah menjadi pemerintahan yang
baik dan berorientasi pada pela-
yanan publik.

Perihal peraturan kebijakan
yang kurang mendukung terhadap
tuntutan masyarakat maka perlu di-
kaji kembali dan bila perlu disem-
purnakan atau diganti. Dengan demi-
kian tuntutan masyarakat atas pela-
yanan yang baik dapat dipenuhi
dengan berbagai upaya merumus-
kan kembali konsep pelayanan yang
berorientasi pada masyarakat dan
tukan menonjolkan kepentingan pe-
merintah saja. Dalam hal ini dengan
disahkannya UU nomor 23 tahun
2004 yang merupakan perubahan
atas UU No. 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah sebenamya
dapat dijadikan landasan untuk me-
lakukan restrukturisasi organisasi
serta administrasi pemerintahan
yang lebih memberdayakan peme-
rintah daerah dan lebih mendekat-
kan serta memudahkan pelayanan
kepada masyarakat.

Strategi dalam usaha-usana
peningkatan pelayanan publik hen-
daknya difokuskan pada peningkat-
an kualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat sehingga ma-



nyarakat merasa terlayani dengan
balk dan memuaskan. Akan tetapi
noring terjadi masyarakat masih me-
ngalami kesulitan dengan prosedur
yang ada. Standar operasional pro-
nodur belum transparan di samping
lingkat pemahaman masyarakat itu
sendiri tentang prosedur pelayanan
juga belum baik. Oleh karena itu
ofoktivitas manajemen pelayanan
publik hendaknya selalu responsif
dalam mengakomodasikan kebutu-
han pelayanan masyarakat tersebut.

Polayanan Publik

Pelayanan merupakan suatu
wujud kepedulian dari satu pihak
kepihak lain agar terpenuhi hak dan

kewajiban  masing-masing karena
adanya interaksi untuk menyele-
nalkan  kebutuhan masing-masing.
Bedangkan Inu Kencana Syafiie
memberikan pengertian pelayanan:
nocara etimologis pelayanan dari ka-
la dasar “layan” yang berarti me-
nolong, menyajikan, menyambut,

membalas, mengedalikan, menang-
(apl, menyediakarn segala sesuatu
yang dibutuhkan atau diperiukan
oleh pihak lain (1998:39)

Pengertian lain, pelayanan ha-
kikatnya adalah serangkaian kegia-
tan, karena itu proses pelayanan
barlangsung secara rutin dan berke-
ninambungan, meliputi seluruh ke-
hidupan organisasi dalam masya-
rakat (A.S. Moenir; 1995:27). Proses
yang dimaksud dilakukan sehu-
bungan dengan saling memenuhi ke-
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butuhan antara penerima dan pem-
beri pelayanan. A.S. Moenir selan-
jutnya menyatakan bahwa: proses
pemenuhan kebutuhan melalui akti-
vitas orang lain yang langsung inilah
yang dinamakan pelayanan (1995
:16). Jadi dapat dikatakan bahwa pe-
layanan adalah kegiatan yang ber-
tujuan untu membantu menyiapkan
atau mengurus apa yang diperlukan
orang lain. |

Pelayanan tidak terlepas dari
kepentingan orang banyak atau
umum. Kepentingan publik sendiri
merupakan bentuk  kepentingan
orang banyak atau masyarakat, tidak
bertentangan dengan norma atau
aturan yang bersumber dart kebu-
tuhan hajat hidup orang banyak. Ke-
pentingan ini dapat bersifat individual
karena kepentingan umum berawal
dari kepentingan-kepentingan indivi-
dual yang secara bersamaan yang
kemudian berkembang menjadi ke-
pentingan umum atau publik.

Dari definisi yang telah dike-
mukakan di muka dapat dimaknai
bahwa pelayanan adalah aktivitas
yang dapat dirasakan dengan me-
lalui hubungan antara penerima dan
pemberi pelayanan yang mengguna-
kan peralatan berupa organisasi
atau lembaga perusahaan. Dalam
memahami pelayanan perlu dibeda-
kan dengan produk fisik yang dihasil-
kan dalam suatu aktivitas organisasi
ataupun lembaga perusahaan. Oleh
karena itu dapat dilihat beberapa ka-
rakteristik dalam pelayanan yaitu:
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1. Intangibel (tidak terwujud)
yakni pelayanan bersifat tidak
berwujud, tidak dapat dirasa-
kan, serta tidak dapat dinikmati
sebelum dibeli oleh konsumen.
Dalam kondisi seperti ini se-
seorang membeli pelayanan
berdasarkan kepercayaan pa-
da perusahaan.

2. Inseparability (tidak dapat dipi-
sah) yakni pelayanan tidak di-
pisahkan dari sumber pemberi-
nya. Dalam hal ini produksi
dan konsumen terjadi secara
bersama-sama dengan pem-
berian pelayanan.

3. Variability (bervariasi) yakni
pelayanan selalu berubah ter-
gantung pada siapa penyedia
layanan dan kondisi dimana
layanan dalam waktu lama.

4. Consumer aktivity (keterlibatan
konsumen) yakni beberapa
bentuk pelayanan kadangkala
melibatkan konsumen sebagai
suatu bagian yang integral da-
lam produksi pelayanan. (Kot-
ler P. dan Andreasen AR.
1995:542). |
Mengenai kepentingan umum

atau publik adalah segala aktivitas
yang dilakukan oleh pemerintah
maupun swasta yang menghasilkan
barang dan jasa, yang ditujukan un-
tuk memenuhi kebutuhan publik.
Ungkapan serupa juga dikemukakan
oleh Miftah Toha yaitu pelayanan so-
sial marupakan suatu usaha yang di-
lakukan seseorang atau kelompok
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orang atau instansi tertentu untuk
memberikan bantuan dan kemuda-
han kepada masyarakat dalam rang-
ka mencapai tujuan tertentu (1991:
39)

Adapun konsep dan definisi
pelayanan publik berdasarkan Kepu
tusan Menteri Pendayagunaan Apa-
ratur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/
2003 yang berbunyi “Pelayanan pub-
lik adalah segala kegiatan pelayanan
yang dilaksanakan oleh penyeleng-
gara pelayanan publik sebagai upa-
ya pemenuhan kebutuhan penerima
layanan maupun pelaksanaan keten-
tuan peraturan perundang-undang-
an’. Pengertian lain berasal dari pen-
dapat A.S. Moenir (1995:7) bahwa,
‘Pelayanan umum adalah suatu
yang dilakukan kelompok atau sese-
orang atau birokrasi untuk mem-
berikan bantuan dan kemudahan ke-
pada masyarakat dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu.

Dengan demikian pelayanan
publik yang dimaksud adalah suatu
bentuk aktivitas yang dilakukan oleh
pemerintah dalam memberikan se-
buah produk jasa yang bertujuan
memenuhi kebutuhan dari seluruh
lapisan masyarakat dengan harapan
dapat memberikan bantuan terhadap
penyelesaian urusan masyarakat de-
ngan lebih baik.

Unsur-Unsur Pelayanan Publik
Menurut Moenir (1995:8), da-

lam proses kegiatan pelayanan um-

um terdapat beberapa faktor atau



unaur yang saling mendukung jalan-
nya keglatan. Unsur-unsur tersebut
antara lain: |

1. Sistem, prosedur dan metode
Yaltu dalam pelayanan umum
porlu adanya sistem informasi,
prosedur dan metode yang
mendukung kelancaran dalam
moemberikan pelayanan.

2. Porsonil, terutama ditekankan
pada perilaku operator, dalam
pelayanan harus profesional,
disiplin dan terbuka terhadap
kritlk dari pelanggan atau
masyarakat.

4. Barana dan prasarana
Dalam pelayanan umum diper-
lukan peralatan dan ruang ker-
ja sorta fasilitas pelayanan u-
mum, misalnya ruang tunggu
dan tempat parkir yang mema-
dal

4 Masyarakat sebagai
gan
Dalam pelayanan umum ma-
nyarakat sebagai pelanggan
sangatlah heterogen baik ting-
kat pendidikan maupun perila-
kunya.

Dalam pengertian bahwa sis-
fom dan prosedur dapat mengukur
nuatu hal yang berhubungan de-
ngan proses sebagaimana pelaya-
nan Itu dilaksanakan. Kemudian de-
ngan adanya pengaturan dan peren-
canaan program secara matang dan
didukung oleh sistem informasi da-
lam polaksanaan pelayanan maka
anhan membantu kelancaran pelaya-

pelang-
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nan yang pada akhirnya akan meng-
hasilkan struktur pelayanan yang
mudah, cepat, tidak berbelit-belit dan
dapat dipahami oleh masyarakat.

Kemampuan petugas dapat di-
ukur dari tingkat pengetahuan yang
dilihat dari tingkat pendidikan formal
dan informal petugas, tingkat penga-
laman kerja petugas, tingkat kemam-
puan petugas terhadap tugas yang
dibebankan serta tingkat kemam-
puan aparat dalam merespon penga-
duan pelanggan. Di samping itu ada-
nya dukungan prasarana yang me-
madai guna memperiancar pelak-
sanaan pelayanan kepada masya-
rakat.

Jenis Pelayanan Publik
Timbulnya pelayanan publik di-
karenakan adanya kepentingan dan
kepentingan tersebut bermacam-
macam bentuknya, sehingga pela-
yanan yang dilakukan juga ada be-
berapa macam. Berdasarkan Kepu-
tusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/
7/2003 kegiatan pelayanan publik
atau pelayanan umum antara lain:
1. Pelayanan administratif
Yaitu pelayanan yang meng-
hasilkan berbagai bentuk do-
kumen resmi yang dibutuhkan
oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat
kompetensi, kepemilikan atau
penguasaan terhadap suatu
barang dan sebagainya. Do-
kumen—dokumen ini antara la-
in Kartu Tanda Penduduk
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(KTP), Akte Pernikahan, Akte
Kelahiran, Akte Kematian, Bu-
ku Pemilik Kendaraan Bermo-
tor (BPKB), Surat 1zin Menge-
mudi (SIM), Surat Tanda Ken
daraan Bermotor (STNK), Izin
Mendirikan Bangunan (IMB),
Paspor, Sertifikat Kepemilikan
atau Penguasaan Tanah dan
sebagainya.
2. Pelayanan barang

Yaitu pelayanan yang meng-
hasilkan berbagai bentuk atau
jenis barang yang digunakan
oleh publik, misalnya jaringan

telepon, penyediaan tenaga
listrik, air bersih dan sebagai-
nya.

3. Pelayanan jasa

Yaitu pelayanan publik dise-
lenggarakan oleh instansi pe-
merintah. Instansi pemerintah
merupakan sebutan kolektif
meliputi satuan kerja atau sa-
tuan organisasi kementerian,
departemen, lembaga peme-
rintah non departemen, kese-
kretariatan lembaga tertinggi
dan tinggi negara, dan instansi
pemerintah lainnya, baik pusat
maupun daerah termasuk Ba-
dan Usaha Milik Negara, Ba-
dan Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah. Sebagai
penerima pelayanan publik
adalah orang masyarakat, in-
stansi pemerintah dan badan
hukum.

Vol. V No : 1 Februar 2005 21 : 35

Kegiatan pelayanan publik
yang biasanya menempel ditubuh
lembaga pemerintah dinilai kurang
dapat memahami tugas sesuai ha-
rapan masyarakat sebagai konsu-
men atau pengguna layanan mere-
ka. Salah satu yang dianggap seba-
gai penyebabnya adalah bentuk or-
ganisasi birokrasi, sehingga birokrasi
selalu mendapat pengertien yang
negatif, identik dengan prosedur
yang rumit, sulit dipahami dan mem-
butuhkan waktu yang lama. Padahal
dari birokrasi seperti yang dikemu-
kakan oleh Achmat Batinggi (1999:
53) adalah: “merupakan tipe dari or-
ganisasi yang dimasudkan untuk
mencapai tugas-tugas administratif
yang besar dengan cara meng-
koordinir secara sistematis (teratur)
pekerjaan dari banyak orang.

Organisasi birokrasi mempu-
nyai keteraturan dalam hal pelaksa-
naan pekerjaan karena mempunyai
pembagian kerja dan struktur jaba-
tan yang jelas sehingga komponen
birokrasi mempunyai tanggung ja-
wab dan wewenang untuk melak-
sanakan kewajibannya. Pelaksanaan
pekerjaan dalam organisasi birokrasi
segala bentuk hubungan bersifat
resmi dan berjenjang berdasarkan
struktur organisasi yang berlaku se-
hingga menuntut ditaatinya prosedur
yang berlaku pada organisasi ter-
sebut. Adapun yang menjadi ciri
ideal birokrasi menurut Max Weber
seperti dikutip dan diterjemahkan
oleh Achmad Batinggi (1999:53) an-



lara lain adalah a) Adanya pemba-
(lan kerja yang jelas, b) Adanya hi-
ararkl jabatan, c) Adanya pengaturan
alslem yang konsisten, d) Prinsip for-
maliatic impersonality, e) Penem-
patan berdasarkan karier, f) Prinsip
rasionalitas,

Dengan adanya otonomi dae-
fah diharapkan memberikan dampak
nyata yang luas terhadap pening-
katan pelayanan pada masyarakat.
Dengan demikian pelimpahan we-
wenang dari Pemerintah Pusat ke
daarah  memungkinkan terjadinya
penyalenggaraan pelayanan dengan

jalur birokrasi yang lebih ringkas dan
membuka peluang bagi Pemerintah
Dasrah untuk melakukan inovasi da-

lain  pamberian dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan-pe-
ningkatan publik yang berkualitas,
maka MENPAN menerbitkan keputu-
aan No. G3/KEP/M.PAN/2003 me-
ngenal pola penyelenggaraan pe-
layanan publik atau umum, antara
lain

I 1 ungsional
'ola pelayanan publik diberikan
nocara tunggal oleh penyeleng-

(Jaan pelayanan, sesuai dengan
tugas, fungsi dan kewenangan-
nya,
J Torpusat

I'ola pelayanan publik diberikan
socara tunggal oleh penyeleng-
(jara pelayanan berdasarkan pe-
limpahan wewenang dari penye-
lenggara pelayanan berdasarkan
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pelimpahan wewenang dari pe-
nyelenggara pelayanan terkait
lainnya yang bersangkutan.
3. Terpadu
a)Terpadu Satu Atap
Pola pelayanan terpadu satu
atap diselenggarakan dalam
satu tempat yang meliputi
berbagai jenis pelayanan
yang tidak mempunyai keter-
kaitan proses dan dilayani
melalui beberapa pintu. Ter-
hadap jenis pelayanan yang
sudah dekat dengan masya-
rakat tidak perlu disatu atap-
kan.
b)Terpadu Satu Pintu
Pola pelayanan terpadu satu
pintu diselenggarakan pada
satu tempat yang meliputi
berbagai jenis pelayanan
yang memiliki keterkaitan
proses dilayani melalui satu
pintu.
c)Gugus Tugas
Petugas pelayanan publik
secara perorangan atau da-
lam bentuk gugus tugas di-
tempatkan pada instansi
pemberi pelayanan dan lo-
kasi pemberian pelayanan
tertentu.

Azas, Prinsip dan Standar Pelaya-
nan Publik

Setiap instansi yang melaku-
kan pelayanan publik dapat me-
ngembangkan pola penyelenggara-
an pelayanannya sendiri dalam rang-
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ka menemukan dan menciptakan
inovasi peningkatan pelayanan pub-
lik. Pengembangan pola penyeleng-
garaan pelayanan publik harus me-
ngikuti prinsip, azas serta standar
penyelenggaraan pelayanan publik.

Azas-azas pelayanan publik

tersebut antara lain seperti yang ter-
cantum dalam Keputusan MENPAN
No. 63/KEP/M.PAN/2003 yaitu:

1.

Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua pi-
hak yang membutuhkan dan
disediakan secara memadai
serta mudah dimengerti.
Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan
Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan ke-
mampuan pemberi dan pene-
rima pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efi-
siensi dan efektifitas.
Parsitipatif

Mendorong peran serta ma-
syarakat dalam penyelengga-
raan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebu-
tuhan dan harapan masyara-
kat. '
Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti ti-
dak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan
status sosial.
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6. Keseimbangan Hak dan Kewa-

jiban

Pemberi dan penerima pelaya-
nan publik harus memenuhi
hak dan kewajiban masing-
masing pihak.

Sedangkan prinsip pelayanan

publik menurut Keputusan MENPAN
No. 63/KEP/M.PAN/2003 yaitu:

1.

Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik ti-
dak berbelit-belit, mudah dipa-
hami dan mudah dilaksana-
kan.

Kejelasan

Persyaratan teknis dan admi-
nistratif pelayanan publik; unit
kerja atau pejabat yang berwe-
nang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan
dan penyelesaian keluhan
atau persoalan dan sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan
publik; rincian biaya pelayanan
publik dan tata cara pemba-
yaran.

Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik
dapat diselesaiakan dalam ku-
run waktu yang telah ditentu-
kan

Akurasi

Produk pelayanan publik diteri-
ma dengan bernar, tepat dan
sah.

5. Keamanan



Proses dan produk pelayanan
publik memberikan rasa aman
dan kepastian hukum
0, Tanggung jawab
Pimpinan penyelenggara pela-
yanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggung ja-
wab atas penyelenggaraan pe-
layanan dan penyelesaian ke-
luhan atau persoalan dalam
polaksanaan publik
/. Kolongkapan sarana dan pra-
narana kerja, peralatan kerja
dan pendukung lainnya yang
memadai termasuk penyedia
narana teknologi telekomuni-
kasl dan informatika (telema-
lika),
n. Kemudahan Akses
lempat dan lokasi serta sara-
na pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masya-
rakat, dan dapat memanfa-
atkan teknologi telekomunikasi
dan Informatika
). Kodisiplinan, Kesopanan dan
Keramahan
Pemberi pelayanan harus ter-
{ib, teratur, disediakan ruang
funggu yang nyaman, bersih,
rapl, lingkungan yang indah
dan schat serta dilengkapi de-
ngan fasilitas pendukung pela-
yanan, seperti parkir, toilet,
tompat ibadah dan lain-lain.
Dalam menyelenggarakan pe-
layanan publik, standar pelayanan
harus dimiliki dan dipublikasikan se-
hagal jaminan adanya kepastian ba-
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gi penerima pelayanan. “Standar pe-
layanan merupakan ukuran yang di-
bakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati
oleh pemberi dan atau penerima pe-
layanan. (Kep. MENPAN No. 63
Tahun 2003:VB). Standar pelayanan
menurut keputusan ini meliputi:
1.Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang diba-
kukan bagi pemberi dan pene-
rima pelayanan termasuk penga-
duan
2.Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang dite-
tapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan p-z-
nyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.
3.Biaya pelayanan
Biaya atau tarif pelayanan ter-
masuk rinciannya yang ditetap-
kan dalam proses pemberian pe-
layanan.
4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan dite-
rima sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan.
5.Sarana Prasarana
Penyedia sarana dan prasarana
pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.
6.Kompetensi petugas pemberi
pelayanan
Kompetensi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan de-
ngan tepat berdasarkan penge-
tahuan, keahlian, keterampilan,
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sikap, dan perilaku yang dibutuh-
kan.

Azas, prinsip dan standar
pelayanan tersebut di atas merupa-
kan pedoman dalam pelayanan pub-
lik oleh instansi pemerintah dan juga
berfungsi sebagai indikator dalam
penilaian bagi penyelenggaraan pe-
layanan publik. Dengan adanya
standar dalam kegiatan pelayanan

publik ini diharapkan masyarakat bi- -

sa mendapat pelayanan yang sesuai
dengan kebutuhan dan proses yang
memuaskan serta tidak menyulitkan
masyarakat.

Manajemen pelayanan publik
Untuk mendukung tercapainya
birokrasi yang baik perlu ada upaya
strategik pendayagunaan aparatur
negara yang meliputi upaya peram-
pingan, efektivitas organisasi, tata-
laksana pelayanan umum yang tidak
diskriminatif, serta sumber daya ma-
nusia aparatur yang mempunyai da-
ya saing yang memadai dalam
mengakomodasikan tuntutan masya-
rakat dan mengantisipasi tantangan
global. Sebagai alat, organisasi ha-
rus efektif dan efisien agar tujuan
tercapai tepat, hemat, dan cermat.
Sehubungan dengan upaya
peningkatan efektifitas dan efisiensi
kegiatan pelayanan umum, maka di-
perlukan suatu aktivitas manajemen.

Menurut Moenir (1995:165), yang di-

perlukan suatu aktivitas manajemen
adalah “aktivitas yang dilakukan oleh
manajemen yang mampu mengubah
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rencana menjadi kenyataan, apakah
rencana itu berupa rencana produksi
atau rencana dalam bentuk sikap
dan perbuatan”.

Aktivitas manajemen memang
banyak karena manajemen berha-
dapan dengan organisasi yang terdiri
dari manusia, dana, peralatan, ba-
han, metode, dan pasar. Namun da-
lam hal manajemen pelayanan yang
dihadapi oleh manajemen yang uta-
ma antara lain adalah manusia (pe-
gawai) dengan segala tingkah laku-
nya.

Oleh karena itu berkaitan de-
ngan kegiatan pelayanan umum A.S.
Moenir (1995:204) mendefinisikan-
nya dengan istilah manajemen pe-
layanan umum yang pengertiannya
adalah “manajemen yang proses ke-
giatannya diarahkan pada terseleng-
garanya pelayanan guna memenubhi
kepentingan umum atau kepentingan
perorangan, melalui cara-cara yang
tepat dan memuaskan pihak yang di-
layani.”

Agar manajemen pelayanan
publik dapat berhasil dengan baik,
unsur pelaku sangat menentukan.
Pelaku dapat berbentuk badan atau
organisasi yang bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pelayanan
dan manusianya selaku pegawai ba-
Ik secara kelompok maupun secara
individual. Badan atau organisasi
yang bertanggung jawab atas terse-
lenggaranya pelayanan kepentingan
umum di Indonesia adalah peme-
rintah. Adapun cakupan tanggung ja-



wil tersebut, tercantum dalam Un-
dang-Undang Dasar 1945, beserta
paraturan pelaksanaannya. Peratu-
ran tersebut yaitu Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Po-
kiok-Pokok Kepegawaian pada Bab |l
pasal 3 ayat 1 berbunyi sebagai be-
fikut; "Pegawai negeri berkedudukan
aabagal unsur aparatur negara yang
bartugas untuk memberikan pelaya-
nan kepada masyarakat secara pro-
feslonal, Jujur, adil, dan merata da-
lam penyelenggaraan tugas negara,
pamerintah, dan pembangunan.”
Mangenal sasaran dari pela-
yanan publik atau pelayanan umum,
A H. Moenir (1999:165) juga menge-
imukakan bahwa sasaran utama pe-
layanan umum terdiri dari dua kom-
ponen hesar yaitu.
I, Layanan
Agar dapat memuaskan orang
alau sekelompok orang yang
dilayani, maka petugas harus
dapat memenuhi empat syarat
pokok yakni: (a) tingkah laku
yan() sopan, (b) cara menyam-
palkan sesuatu berkaitan de-
ngan apa yang seharusnya di-
lorima oleh orang yang ber-
nangkutan, (c) waktu penyam-
palan yang tepat dan (d) ke-
ramahtamahan.
d Produk
Yang dimaksud dengan pro-
duk dalam hubungannya de-
ngan sasaran pelayanan um-
um yaitu kepuasan dapat ber-
bentuk:
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a) Barang
Yaitu suatu yang dapat diper-
c.ch melalui layanan pihak la-
in, misalnya barang elektronik
dan kendaraan.

b) Jasa
Produk jasa yang dimaksud
adalah suatu hasil yang tidak
harus dalam bentuk fidik tetapi
dapat dinikmati oleh panca in-
dera dan atau perasaan (ge-
rak, suara, keindahan, kenya-
manan, rupa) disamping me-
mang ada yang bentuk fisiknya
yang dituju.

c) Surat-surat berharga
Kepuasan berikut ini menyang-
kut keabsahan atas surat-surat
yang diterima oleh yang ber-
sangkutan. Keabsahan surat
sangat ditentukan oleh proses
pembuatannya  berdasarkan
prosedur yang berlaku dalam
tata laksana surat pada in-
stansi yang bersangkutan.

Kualitas Pelayanan
Untuk menyelenggarakan pe-
layanan publik sudah tentu mem-
perhatikan kualitas untuk dapat me-
ningkatkan kepuasan konsumen
atau masyarakat. Kata kualitas me-
ngandung banyak definisi dalam
konteks yang beragam seperti yang
dikemukakan oleh beberapa tokoh
yang dikutip dan diterjemahkan oleh
Fandy Tjiptono (2003:11-12) sebagai
berikut:
1.Josep M. Juran
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Juran mendifinisikan kualitas se-
bagai kecocokan untuk pema-
kaian (fitnes for use). Definisi ini
menekankan pada pemenuhan
harapan konsumen.

2.Philip B. Crosby
Crosby mendefinisikan kualitas
sebagai kesesuaian indidual ter-
hadap persyaratan atau tun-
tutan.

3.W. Edward Dening
Dening mendefinisikan kualitas
sebagai upaya yang menjadi ke-
butuhan dan keinginan konsu-
men.

4. Taguchi
Taguchi mendefinisikan kualitas
sebagai keinginan yang ditimbul-
kan oleh suatu produk bagi mas-
yarakat setelah produk tersebut
diterima, selain kerugian-keru-
gian yang disebabkan fungsi in-
strinsik produk.

Sedangkan menurut Goetsch
Davis yang dikutip dan diterjemah-
kan oleh Zilian Yamit (2001:11) kua-
litas adalah kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses dan lingkungan
yang memenuhi atau melebihi ha-
rapan.

~ Dari beberapa definisi kualitas
yang telah dikemukakan terdapat be-
berapa kesamaan yakni adanya un-
sur-unsur sebagai berikut:
1.Kualitas dimaksudkan untuk me-
menuhi atau melebihi harapan
pelanggan
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2.Kualitas meliputi produk jasa,
manusia, dan lingkungan.

3.Kualitas adalah kondisi dinamis
yang selalu berubah.

Dalam hal ini Fandy Tjiptono
juga mengemukakan bahwa kualitas
harus diperbaiki setiap waktu karena
produk yang dianggap berkualitas
pada saat ini mungkin akan diang-
gap kurang berkualitas pada masa
yang akan datang. (2001:52).

Jadi pengertian kualitas dalam
hal ini adalah suatu kondisi dinamis
yang berhubungan dengan produk
jasa, manusia, dan lingkugan yang
melebihi atau memenuhi harapan
konsumen pengguna pelayanan.
Kualitas pelayanan merupakan salah
satu hal yang harus diperhatikan
apalagi dengan adanya era globali-
sasi yang membawa kepada per-
saingan yang ketat, kemajuan tekno-
logi dan masyarakat yang semakin
kritis sehingga menuntut peningka-
tan kualitas baik kualitas produk
ataupun kualitas pelayanan.

Dalam upaya menjaga kualitas
pelavanan hendaknya berdasarkan
indikator-indikator yang telah ditentu-
kan dengan demikian kesenjangan-
kesenjangan yang ada selalu di-
evaluasi atau direevaluasi dengan
melakukan perbaikan kinerja mana-
jemen berdasarkan standar kualitas
nelayanan yang diharapkan

Masyarakat akan merasa puas
apabila mereka mendapatkan suatu
pelayanan yang berkualitas. Pela-
yanan yang berkualitas menurut A.S.



Moenir (1095:204) adalah “layanan
yang cepat, menyenangkan, tidak
mengundang kesalahan, mengikuti
proaens yang telah ditetapkan lebih
dahulu", Jadi pelayanan yang ber-
kililas Itu tidak hanya ditentukan
nleh pihak yang melayani, tetapi juga
pihak yang Ingin dipuaskan. Menge-
nal prinslp-prinsip layanan berkuali-
las menurut A.S. Moenir (1995:205)
Antara lain,

Pertama, proses dan prosedur
harua ditetapkan lebih awal. Kedua,
llmunu dan prosedur itu harus di-

elahul oleh semua pihak yang ter-
lihat, Ketiga, disiplin bagi pelaksana
Utk mentaatl proses dan prosedur.
Keampat, porlu peninjauan proses
dan prosedur oleh pimpinan, sewak-
-wisktu dapat dirubah apabila perlu.
Kalima, perlu ponciptaan kualitas la-

yanan Keenam, kualitas berarti me-
menuhl  keinginan, kebutuhan dan
walera  konsumen. Ketujuh, setiap

Oran() dalam organisasi merupakan
partner dengan orang lain.

Oleh karena itu prinsip-prinsip
wlayanan borkualitas hendaknya di-
andasl dongan adanya standard
operation  procodure yang jelas/-
lianaparan bagli semua pihak yang
fmikait, tingkat fleksibilitas untuk me-
fgantiaipasl kebutuhan masyarakat,
mengembangkan dan meningkatkan
kiinlitas  pelayanan; meningkatkan
katjanama tim/kelompok yang saling
lsikall dongan kebutuhan pelayanan
ikl

Standard Operation Prosedure
dalam pelayanan berkualitas sangat
diperlukan agar: (1) Mempermudah
dalam proses pelaksanaan; (2)
Menghindari salah pengertian; (3)
Memudahkan - fleksibilitas penuga-
an; (4) Dasar atau landasan untuk
pengembangan aktivitas; (5) Pe-
ngambilan keputusan lebih cepat
dan terarah; (6) Ada kejelasan dalam
pelaksanaan tugas.

Dimensi Kualitas Pelayanan
Mengenai dimensi kualitas pe-
layanan menurut Parasuram etal
(1985) yang dikutip oleh Fandy
Tjiptono (2001:70), aga lima dimensi
kualitas pelayanan yaitu:
1.Bukti langsung (fungibles) me-
liputi fasilitas fisik, perlengkapan
pegawai dan sarana komunikasi
2.Keandalan (reability) yakni ke-
mampuan memberikan pelaya-
nan yang dijanjikan dengan se-
gera, akurat dan memuaskan.
3.Daya tangkap (responsiveness),
keinginan para staf untuk mem-
bantu para pelanggan dan mem-
berikan pelayanan dengan tang-
gap.
4.Jaminan (assurance) mencakup
pengetahuan, kemampuan, ke-
sopanan dan sifat dapat diper-
caya yang dimiliki para staf dari
bahaya, resiko, atau keragu-
raguan.
5.Empati meliputi kemudahan da-
lam melakukan hubungan, ko-
munikasi yang baik dan mema-
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hami kebutuhan para pelanggan
jasa.

Dimensi kualitas yang dikemu-
kakan di atas sangat berpengaruh
pada harapan pelanggan dan Ke-
nyataan yang diterima. Jadi apabila
jika ternyata pelanggan menerima
materi dan pelayanan melebihi hara-
pannya, maka pelanggan akan me-
ngatakan materi dan pelayanannya
berkualitas dan jika kenyataan pe-
langgan menerima materi dan pela-
yanan kurang atau sama dari ha-
-rapannya, maka pelanggan akan
mengatakan materi dan pelayanan-
nya tidak berkualitas atau tidak me-
muaskan

Usaha untuk menuju pening-
katan kualitas pelayanan tersebut
dengan berbagai upaya-upaya me-
mahami unsur-unsur, jenis-jenis pe-
layanan publik, kegiatan pelayanan,
penyelenggaraan publik, azas, prin-
sip, standar pelayanan publik, kuali-
tas dan dimensi pelayanan agar se-
suai dengan keinginan dan kebutu-
han masyarakat. Hal ini bisa dilaku-
kan dengan perubahan sikap, pe-
rilaku dan mentalitas SDM dalam hal
ini PNS sebagai aparatur peme-
rintah.

Penutup

Peningkatan kualitas pelaya-
nan menjadi harapan masyarakat.
Bagi pemerintah khususnya peme-
rintah daerah dengan berlakunya
otonomi daerah merupakan tanta-
ngan sejauh mana personal atau
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aparat pemerintah mampu menyika-
pi kehendak masyarakat untuk me-
nikmati pelayanan yang berkualitas.
Ke depan pemerintah hendaknya
memperhatikan beberapa hal seba-
gai berikut:;

1.Sosialisasi dan transparansi ak-
tivitas pelayanan publik/masya-
rakat.

2.Dengan adanya kemajuan tek-
nologi informasi hendaknya pe-
merintah daerah mampu mem-
berikan informasi dan akses
yang memudahkan masyarakat

- mendapatkan fasilitas.

3.Sistem dan prosedur yang se-
makin baik dengan adanya Stan-
dard  Operation Prosedure

- (SOP).

4.Masyarakat/publik mendapat ke-
sempatan memberikan masukan
atau untuk meningkatkan kinerja
pelayanan publik oleh pemerin-
tah.

S.Fasilitas penunjang dalam pe-
nyelenggaraan pelayanan publik
hendaknya lebih ditingkatkan se-
suai dengan kebutuhan maupun
tingkat pelayanan.

Dengan berbagai upaya pene-
rapan pelayanan yang berkualitas
oleh seluruh komponen-komponen
yang ada di pemerintah daerah, baik
dari unsur pimpinan, staf dalam hal
ini aparat PNS diharapkan akan ter-
capai sasaran pelaksanaan pela-
yanan yang berkualitas berorientasi
mutu dan kepuasan masyarakat/-
publik
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